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BUPATILAMANDAU 

PERATURANBUPATILAMANDAU 
NOMOR 5'- TAHON 2013 

TENTANG 

t 

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN 
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA BADAN PELAYANAN 

PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL 
KABUPATEN LAMANDAU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATILAMANDAU, 

:{ _- Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan 
publik didaerah berdasarkan prinsip tata kelola 
pemerintahan yang baik, perlu adanya penyelenggaraan 
pelayanan perizinan terpadu; 
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Mengingat 

b . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Meneteri 
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Organisasi <;I.an Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan 
Terpadu Di Daerah, kewenanagan menandatangani 
penzinan atas nama Kepala Daerah oleh Kepala badan 
berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah; 

c. bahwa Peraturan Bupati Lamandau Nomor 07 Tahun 2009 
tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati 
Lamandau di Bidang Pelayanan Perizinan perlu ditinjau 
kembali; 

d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Paraturan Bupati Lamandau tentang Pelimpahan 
Kewenangan Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan 
Dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau. 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, 
Kabupaten Sukamara, Kabupan Lamandau, Kabupaten 
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung 
Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 18, Tambahaan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4180); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4724); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4263); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republilt Indonesia Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

16. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman 
Modal; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan 
Perizinan Terpadu Di Daerah; 

18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum 
Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri 
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dan Kepala Badan 
Penanaman Modal Nomor 69 Tahun 2009; Nomor M.HH-
08.Ah.01.01.2009; Nomor 60/M-DAG/PER/ 12/2009; 
Nomor 10 Tahun 2009 tent.ang Percerpat.an Pelayanan 
Perizinan Dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha; 

19. Peratu.ran Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Dan Tata Cara 
Permohonan Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman 
Modal; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau; 

21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan 
Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 
2012 Nomor 06 Seri D). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TERTANG PELIMPAIIAB 
KEWENANGAN PENERBITAN DAN PERANDATANGANAN 
PERIZIRAN DAN NON PERIZIRAN KEPADA BADAN 
PELAYANAN PERIZIRAN TERPADU DAN PEN.AN.AMAN 
MODAL KABUPATEN LAMAlfDAU 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Lamandau. 
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya 

disingkat BPPrPM adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kabupaten Lamandau. 

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayan.an Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kabupaten Lamandau. 

7. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu adalah 
kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang prosesnya 
dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang 
dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat. 

8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten 
Lamandau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya 
seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan 
tertentu. 

9. Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada orang atau pelaku 
usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar 
usaha. 

10. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada 
seseorang atau badan hukum tertentu. 

11. Pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan Non Perizinan adalah 
penyerahan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penerbitan perizinan 
dan Non Perizinan yang diserahkan termasuk penandatanganan atas nama 
Bupati kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal atau kepada SKPD teknis. 

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Badan, 
Dinas, Kantor dan Perangkat Daerah lainnya yang mengelola pelayanan 
perizinan dan Non Perizinan. 

13. Perizinan paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada 
pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis yang 
diproses secara terpadu dan bersamaan. 

14. Prinsip pelayanan publik adalah prinsip-prinsip pokok dalam tata laksana 
dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik, yakni kesederhanan, 
kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, 
keadilan yang merata dan ketepatan waktu. 

15. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan 
Kerja perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk 
memberikan pelayanan perizinan terpadu. 

16. Tim Pembina adalah Tim yang dibentuk dalam ramngka pembinaan, 
pengawasan dan pengendaluian terhadap penyelenggaraan pelayanan 
perizinan terpadu. 

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD 
adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau 
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BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud diselenggarakannya Pelayanan Perizinan Terpadu, adalah sebagai 
upaya: 
a. Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efisien, 

transparan dan memberikan kepastian hukum; 
b. Terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan 

pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan. 

Pasal3 

Tujuan penyelenggaran Pelayanan Perizinan Terpadu adalah untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di Pemerintah 
Daerah. 

BAB m 
PELIMPAIIAN KEWENANGAN 

Pasal 4 

(1) Bupati melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan 
kepada Kepala BPP1'PM. 

{2) Berdasarkan Pelimpahan kewenangan sebagaimana diroak~ud pad.a ayat {1), 
Kepala BPPf PM berwenang memproses pelayanan administrasi, 
menandatangani dokumen, menerbitkan dan/ atau menetapkan dokumen 
perizinan dan non perizinan serta menangani pengaduan masyarakat dan 
ditunjuk sebagai lembaga pelaksana Sistem Pelayanan Informasi dan 
Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). 

(3) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan 
atas nama Bupati. 

(4) Dalam hal perizinan dan non perizinan yang berdasarkan peraturan 
perundang-undangan ditandatangani oleh Bupati, maka penandatanganan 
dokumen perizinan dan non perizinan tetap kewenangan Bupati. 

(5) Jenis-jenis perizinan dan non perizinan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal s 

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
Kepala Badan berkewajiban untuk: 
a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik; 
b. menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan 

sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku; 

c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non 
Perizinan; 

d. menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan dan non 
perizinan yang dikeluarkan/ diterbitkan; dan 

e. menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non 
perizinan setiap bulan kepada Bupati yang ditembuskan kepada instansi 
terkait lainnya. 

BABIV 
PELAKSANAAN KEWENANGAN 

Pasal 6 

(1) Dalam melaksanakan kewenangan, BPPTPM dibantu oleh Tim Teknis. 
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(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur-unsur 
perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan 
perizinan. 

(3) Tim Telmis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari pejabat dari 
SKPD terkait yang mempunyai kopentensi dan kemampuan sesuai dengan 
bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki kewenangan 
untuk memberikan saran perimbangan dalam rangka memberikan 
rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan 
perizinan. 

PasalT 

(1) BPPrPM dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Standar 
Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). 

(2) Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
~ sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

~ 

BABV 
PENGADUAR 

Paaal8 

(1) Apabila pelayanan perizinan oleh BPPTPM tidak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan 
pengaduan kepada Kepala BPPTPM. 

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh 
Kepala BPPrPM, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya 
pengaduan. 

BAB VI 
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal9 

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non 
perizinan yang telah diterbitkan secara funsional tetap menjadi kewenangan 
SKPD sesuai bidang dan jenis perizinan dan non perizinan masing-masing. 

(2) Pembinaan dan pengawasan secara adminstrasi di BPPTPM dilakukan oleh 
Kepala BPPI'PM. 

(3) Masing-masing SKPD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan 
dan non perizinan yang diterbitkan melalui Pelayanan Perizinan Terpadu 
sesuai dengan kewenangannya. 

Pasal 10 

Terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang tidak sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang
undangan yang berlaku. 



BAB VI 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 11 

Perizinan dan non penz1nan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan 
Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa 
berlakunya. 

Pasal 12 

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lamandau 
Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati 
Lamandau di Bidang Pelayanan Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu Kabupaten Lamandau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku 
lagi. 

Pasal 13 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peratunm Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Lamandau. 

Diundangkan di Nanga Bulik 
pada tanggal ~- 1'l-- ;),.O l'o 

Ditetapkan di Nanga Bulik 
pada t.anggal '-"r - 1 ~-).ti\~ 

BUPATI LAMANDAU, 

ARUKAN 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, 

~ 
ARIFIN LP. UMBING 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
TAHUN 2013 NOMOR 6 :l.':3 

~ ~r , BAGIAN HUKUM 
SETOA KABUPATEN LAMANO.d , . 
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LAMPIRAN : PERATtJRAN BUPATI LAMAN'DAU 

No. 

1 
I 

II 

NOIIOR : TAHUN 2013 
TANGGAL : DESEMBBR 2013 
TENTANG : PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON 

PERJZINAN KEPADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PBNANAMAN MODAL 
KABUPATEN LAM'.ANDAU 

JENIS PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEWENANGANNYA 
KEPADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADA DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMANDAU 

SEKTOR JERIS PERJZINAN DAR RON PERIZINAN YANG MENANDATANGARI 

2 3 4 
Perindustrian, Perdagangan, 1 Izin Usaha Industridan Izin Perluasan Industri Kepala BPPfPM 
Koperasi dan UMKM 

2 TandaDaftarlndustri (TDI) Kepala BPPfPM 
3 Izin Usaha Perdagangan (IUP} Kepala BPPfPM 
4 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Kepala BPPrPM 
5 Tanda Daftar Gudang (TDG) Kepala BPPfPM 
6 Alrte Pengesahan Koperasi Kepala BPPfPM 
7 Izin Usaha Simpan Pinjam Kepala BPPrPM 
8 Izin Pembukaan Kantor Cabang Usaha Simpan Pinjam Kepala BPPfPM 
7 IzinPemakaianKios/Lapa.k Kepala BPPfPM 
9 IzinPenyimpananbahanBakaruntuklndustri Kepala BPPfPM 
10 Izin Bara.k/RumahSewa Kepala BPPrPM 
11 Izin WarungSerba Ada Keoala BPPrPM 
12 Izin Penjualan Minim.an beralkohol/Miras Bupati Lamandau 

Kesehatan 1 Izin Penyelenggaraan Apotik Kepala BPPfPM 
2 Izin Penyelenggaraan Toko Obat Kepala BPPI'PM 
3 Izin Penyelenggaraan Optikal Kepala BPPfPM 
4 Izin Penyelenggaraan Toko Obat Tradisional Kepala BPPI'PM 
5 Izin Praktek Bidan Kepala BPPI'PM 
6 Izin Kerja Perawat Kepala BPPI'PM 
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7 Izin Praktek Perawat Kepala BPPfPM 
8 Klinik Bersalin Pratama Kepala BPPfPM ... 
9 Klinik Pratama Kepala BPPfPM 
10 K1inik Kecantikan Estetika Tipe Pratama Kepala BPPfPM 
11 Klinik Bersalin Utama Kepala BPPf PM 
12 Klinik Utama Kepala BPPfPM 
13 K1inik Kecantikan Estetika Tipe Utama Kepala BPPfPM 
14 Izin Mendirikan Dan menyelenggarakan Rumah Sakit Tipe Umum Kepala BPPfPM 

Tipe C dan D 
15 Izin Mendirikan Dan menyelenim:arakan Rumah Sakit Khusus Tipe C Kepala BPPfPM 

III Perhubungan, Komunikasi 1 Izin Usaha Angkutan Bermotor Kepala BPPfPM 
dan Informatika 

2 Izin Angkutan Barang Khusus Kepala BPPfPM 
3 Izin Insidentil Kepala BPPf PM 
4 IzinTrayek Darat/ Sungai/ Barn dan Perpanjangan Kepala BPPfPM 
5 IzinSertifikasi dan Past Kapal Kepala BPPfPM 

IV Sosial Dan Ketenaga Kerjaan 1 Izin Pengumpulan Uang/ Sumbangan Sosial dengan Cara mencetak Kepala BPPfPM 
dan menjual Karcis 

2 Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Kepala BPPTPM 
3 IzinPenelitian Kepala BPPTPM 
4. Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPfKA) Kepala BPPTPM 
5. Perpanjangan Izin mempekerjakan tenaga Asing ( IMTA} Kepala BPPfPM 

V Keparawisataan 1 Izin Kepariwisataan Kepala BPPfPM 
1. Restoran, Rumah Makan, tempat makan dan jasa boga Kepala BPPTPM 
2. Permainan ketangkasan elektronik termasuk bingo dan Kepala BPPTPM 

sejenisnya 
3. Biro perjalanan dan agen perjalanan wisata. Kepala BPPTPM 
5. Ruang Serba Guna Kepala BPPf PM 
6. Karaoke VIP Room/Non VIP Room Kepala BPPfPM 
7. Taman Rekreaksi Kepala BPPTPM 
8. Kolam Pemancingan Kepala BPPTPM 
9. Pameran Seni/Pasar Seni/Galeri Kepala BPPTPM 


